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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 482 /2025
TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

bahwa dalam rangka upaya menjaga daya beli
pekerja/buruh dan daya saing wusaha melalui
penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah
minimum Sektoral Provinsi;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun
2026 dengan Keputusan Gubernur;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
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Memperhatikan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

e

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6781);

. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7148);

. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

100.3.3.1/K.125/2023 tentang Pembentukan Dewan
Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
telah  diubah dengan  Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.404/2024
tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.125/2023
tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi
Kalimantan Timur;

Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor
4/2344/HI.01.00/XII/2025 Tanggal 17 Desember
2025 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan
Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum
Tahun 2025;

. Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor
500.15.14.1/739/DTKT-Srk-IV/2025 tanggal 19
Desember 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026, dengan daftar nama sektor dan besaran
upah minimum sektoral sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih
tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang
mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
RUDY MAS’UD
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
S. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

1L

se-Kalimantan Timur;
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;

. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan

Timur;
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi
Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM

KEP RO HUKUM,

\

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 482 /2025
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

Nama Sektor/

Upah Minimum Sektoral

No Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha ERnlan (hp)
1 | Perkebunan Buah Kelapa
Sawit/01262 Rp3.801.502,- (tiga juta delapan ratus satu
ribu lima ratus dua rupiah)
2 | Pertambangan Batu Bara

/05100

Rp3.930.722,- (tiga juta sembilan ratus tiga
puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua
rupiah)

3 | Pertambangan Gas Alam
/06201 Rp3.968.518,- (tiga juta sembilan ratus
enam puluh delapan ribu lima ratus delapan
belas rupiah)
4 |Jasa Penunjang
Pertambangan Minyak Rp3.968.518,- (tiga juta sembilan ratus
Bumi dan Gas Alam | €ham puluh delapan ribu lima ratus delapan
/09100 belas rupiah)
S |Industri Minyak Mentah | Rp3.801.502,- (tiga juta delapan ratus satu
Kelapa Sawit (Crude | ribu lima ratus dua rupiah)
Palm Oil)/ 10431
6 | Industri Kapal Dan | Rp3.936.933,- (tiga juta sembilan ratus tiga
Perahu/30111 puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh
tiga rupiah)
7 | Pertambangan  Minyak | Rp3.968.518,- (tiga juta sembilan ratus
Bumi/06100 enam puluh delapan ribu lima ratus delapan
belas rupiah)
8 | Pemanenan Kayu/02201 | Rp3.802.777,- (tiga juta delapan ratus dua

ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
BIRO HUKUM

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

RUDY MAS’UD




